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NoMoR D, IKPrS/ I l2afi
TENTANG

PEI{IIIWUE*I{ PEISGtIRUS/ PEITTIUPAI{ BARAITG
PADA SA"UAIU ITER.IA DtrfAS PTTTGEIYDA',IAIT PETDUDI'IT D.*IT I(TLUAIREA

BTRTI{CAITA KABI'PATEN ITALMAIilERA BARAT
TAIIUI{ AI{GGABAIT aOTT

AI'PAII IIAI*IIAIIERA BANAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib adsfueistrasi perrgelol,aaa
Elarang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalarn
Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2Ql4 tentang Pengelolaan Barang MiUk
Negara/Daerah, maka urrtuk kelaneara,rr pelaksanaan
program dan kegiatan dipandang perlu merrunjuk
Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2O17;

b. bahwa Saudara IIIIIIA.IRIN, yang diusulkan oleh Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
selaku pejabat penggu.na barang dianggap cakap dan
memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas
sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan'a
Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OL7;

Mengingat : 1. Undang:-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nonror 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat Ii Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

2. Undang*tmdang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan
atas Undang:-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Peahentukan Provinsi Maluku Utara, Ka.bupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tlenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor L7 Tahun 2OOg tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor
Perbendah ar aarl Ne gara;

1 Tatrun 2OO4 tentang
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6. Undang-unriang i'{omor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2AA tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah;

Tahun 2014 tentang

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2AA7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat

l5.Peratural Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

l6.Peraturan Bupati Kabupaten Halmaltera Barat Nomor i1
Tahun 2}rc tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2A1.7.

Surat Inspekfur Inspeldorat Daerah Nomor
37O/843.4/BKKBD/2016 tgl 15 Desember 2OL6 perihal:
Usulan Bendahara Barang.

MEMUTIISKAIS :

Menunjuk Saudara Mt IIA.IRIN, Nip. 19841016 200604 1

O01, sebagai Pengurus/Penyrmpxt Batarrg Pada Satuan
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan
langsungnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk d'an

Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat-

Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan
Barang sebagaimana dimaksud Dikrum Kesatu, tercartum
sebagai berikut :

KETIGA
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SPECIMEN
PENGT'RUS/ PEITrIMPAN BARAIVG

TANDA TANGAN PARAF

0 lot [.

KEEMPAT : Kepr.r&rsan irri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah .b\
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum tv
Kadis PPKB tY,tv
Kabag. Hukum & Orgs w

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : l?- Januari 2017

Tembusa;n: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jaiiolo
6. Kadis PPKB Kab. Halbar di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

bupe'u HALMAHERA BARAT,


